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PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA CILEGON, 

Menimbang 

Mengingat 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 

bahwa "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lampat 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang ... 
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4. U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

tentang 

Republik 

Lembaran 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndoneisa Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 'Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang - U n d an g  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

10 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)scbagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang - U n d an g  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

12. Peraturan .. . 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah N omor 7 4 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 'Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan . . .  
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 NomOr 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten.tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten.tang 

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Keschatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Derah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 

Nomor 5 ); 

27. Peraturan . . .  
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27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 

2016 Nomor 8); 

28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

DaerahTahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 

Cilegon Tahun 2017Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON 

dan 

WALIKOTA CILEGON 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN2017. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APED berupa laporan 

keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arns Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 

milik daerah/ perusahaan daerah. 

Pasal 2 .. . .  
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Pasal 2 

Laporan realisasi anggarantahun anggaran 2017 scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

Defisit 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Rpl.708.838.034.694,00 

RD1.758.155.073.262,00 

Rp. (49.317.038.568,00) 

Rp213.286.211.502,00 

Rp 5.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp208.286.211.502,00 

Pasal 3 

U raian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 

149.592.803.085,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan setelah 

Perubahan 

2. Realisasi 

Selisih Lebih/ (Kurang) 

Rp 1.858.430.837.779,00 

Rp l.708.838.034.694,00 

Rp (149.592.803.085,00) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp 303.561.976.019,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja setelah 

Perubahan 

2. Realisasi 

Selisih Lebih/ (Kurang) 

Rp2.061.717.049.281,00 

Rp1.758.155.073.262,00 

Rp (303.561.976.019,00) 

c. Selisih .. . 
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c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp153.969.172.934,00dengan rincian scbagai berikut: 

1. Surplus/ defisit setelah 

2. 

Perubahan 

Selisih Lebih/(Kurang) 

Rp (203.286.211.502,00) 

Realisasi Rp 
-------�'--- 

(49.317.038.568,00) 

Rp 153.969.172.934,00 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp00,00dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setclah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih Lebih/ (Kurang) Rp 00,00 

Rp 213.286.211.502,00 

Rp 213.286.211.502,00 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp 5.000.000.000,00dengan rincian scbagai berikut: 

1. Anggaran pengcluaran pembiayaan 

scetclah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih Lebih/(Kurang) 

Rp 10.000.000.000,00 

Rp 5.000.000.000,00 

Rp (5.000.000.000,00) 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp5.000.000.000,00dengan rincian scbagai berikut :  

1. Anggaran pembiayaan ncto 

setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih Lcbih/ (Kurang) Rp 5.000.000.000,00 

Rp 203.286.211.502,00 

Rp 208.286.211.502,00 

Pasal 4 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar 

Rp158.969.172.934,00 terdiri dari: 

a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp 153.735.648.429,00 

b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 1.189.000,00 

c. Kas di BLUD - RSUD sebesar 

d. Kas di BLUD--PEM scbesar 

e. Kas Dana Kapitasi JKN 

FTKP sebesar 

f. Kas Pengelolaan Dana BOS 

Sebesar Rp 1.013.492.552,00 

Pasal5 . . . .  

Rp 2.530.545.657,00 

Rp 115.197.782,00 

Rp 1.573.099.514,00 
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Pasal5 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2017sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 hurufb sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal 

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan 

Tahun Berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

d.Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Rp213.286.211.502,00 

Rp213.286.211.502,00 

Rp 158.969.172.934,00 

Rp 158. 969.172.934,00 

Pasal 6 

Neraca per 31 Desember Tahun 2017scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut : 

a. Jumlah aset 

b. Jumlah kewajiban 

c. Jumlah ckuitas 

Rp 10.457.075.355,00 

Rp 3.437.408.548.552,00 

Rp 3.447.865.623.907,00 

Pasal 7 

Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31  

Desember 2017 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan-LO 

b. Beban 

c. Surplus/ (Defisit) dari Operasional 

d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan 

Non Operasional 

e. Surplus/Defisit-Pos Luar Biasa 

f. Surplus/(Defisit)-LO 

Rp 1.763.869.242.747,00 

Rp (1.422.251.7 14.240,00) 

Rp 341.617.528.507,00 

Rp(71.029.442.182,00) 

Rp (315.000.000,00) 

Rp270.273.086.325,00 

Pasal 8 .. ..  
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Pasa18 

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

hurufesebagai berikut : 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Rp 207.776.182.908,00 

Tahun 2017 

b. Arus kas bersih dari aktivitas 

Operasi 

c. Arus kas bersih dari aktivitas 

Investasi 

Rp 446.939.103.113,00 

Rp (497.434.410.383,00) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan 

e. Arus kas bersih dari aktivitas 

Transitoris 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 

Tahun 2017 Rp157.280.875.638,00 

Pasal 9 

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf f sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/ Defisit-LO 

Rp 3.071.874.491.360,00 

RD 270.273.086.325,00 

c. Dampak Komulatif Perubahan 

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp 95.260.970.867,00 

d. Ekuitas Akhir Rp 3.437.408.548.552,00 

Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangantahun anggaran 2017 scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 hurufgmemuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 11  .... 



10 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I 

Lampiran 1. 1  

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Laporan Realisasi Anggaran 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemcrintahan dacrah dan 

organisasi; 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah menurut urusan pemerintahan 

dacrah, organisasi, program dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran!V 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

1. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

keterpaduanurusan pemerintahan daerah 

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 

Laporan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arns Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 

Da:ft:ar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih; 

Da:ft:ar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran .. .  



k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 
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Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah; 

Daftar rckapitulasi realisasi penambahan 

dan pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar rekapitulasi aset tetap; 

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pckerjaan; 

Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar kewajiban jangka pendek 

Daftar kewajiban jangka panjang; 

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya; 

Ikhtisar laporan keuangan Sadan U saha 

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; 

Pasal 12 

WaliKota menetapkan Peraturan WaliKota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut 

dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Pasal .. . 
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Pasal 13 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran 

Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 19 September 2018 

Plt. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 
Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 19 September 2018 

/ SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, 

,, 

ERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 


